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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR I TAHUN 20OT 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2007 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT JEPARA 

a. batwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat {4) Undang 
Ldang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N3mgr 125 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Na/dr 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan LU/dang-Undang Nomor 8 
faun 2005 tentang Penetapan peraturan pgmerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 200 ten.tang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2005 
tentang Pemerintahan Daerah meniadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200S Nomor 108 
Tamnbahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4548 
Dewa Penwakilan Rakyat Daerah ( pp,p ) bersama Bupati 
Jepara tela.h mnenyempurnal.an Rancanga Perbturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanija Daerah ( AP8D ) 
Tahun Anggaran 2007 gesuai dengan Keputusan Gubernur 
Jawa Tengah Noror 910 / 096 / 2007 tentang Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kabupaten lepers 
Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara 
tentarg Periabaran Anggaran Pendapatan dan Belaria Daergh 
Kabupaten Jepara Tanun Anggaran 207 

b. bahwa panyempurnaan sebagaimana dimnasud pada huruf a 
dilakuk.an agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 
Anggaran 200 tidak bertentangan dengan kepentiangan 
Umum dan peraturan perundang-undangar yang lebih tinggi 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak.sud 
pada huruf a darn hurut b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanije Daerah ( AP8DJ 
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 20OT 

Megingat 

• 
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1 Undang-Undang Nomor 13 Tabun 1950 tentang Pembentuan 
Darahdaersh Kabupaten Dalam Linglungan Propinsi Jawe 
Tengat 

2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunaon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Noor 6, ambahan Lemboran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
unodang Nomnor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nore 3589 

3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
darn Retribusi Daerah (Lembaran Negare Republik Indonesia 
Taun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nemer 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
dang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 200O Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomgr 4048) 

4.Un0dang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atag Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Noor 44,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nom0r 3688) 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dani Korpsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1999 
Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomr 3851), 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nom6r 4286) 

7 undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaar 
Negara ( Lembaran Negara Repubik Indonesia Tatun 
2004Nomor 5, Tanbahan Lerbaran Negara Republik 
Indonesia Nomr 4355 ) 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tanun 204 tentang Pembentuan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 204 Nor0r 53,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noimar 4389 

9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pereriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tarmnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) 

10 
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10 undang-Undang Nomor 25 Tahun 2DOA tentang Sistem 
erencanaan Pembangunan Nasional (Lermbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamboahen 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nmar 4421) 

11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahar 
Da@rah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nor6r 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Ates Undang-Udang Norge 32 Tun 
2005 tentang Pererintahan Daerah menijadi Undang-Udang 
(Lembaran Negara Republi Indonesia Tahu 2005 N0mar 108 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4548) 

12.U0dang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangar 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pererintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noor 126 
Tanbahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nom6r 4438 

13Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Noor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
No/or 4138) 

14.eraturan Pererintah Nomor 86 Tahun 2001 Tent2ng Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 200f 
Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
No/or 4139) 

15 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang 
Keduduks Protokoler dan Keuangan Pimp.inan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republie 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416 gebagaimana telah beberape 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2T 
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nom6r 4659) 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom@r 4502 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 200 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nmor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nome 4503 

1 paraturan 
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1 Peraturan Pemerintah Nomgr 54 Tahun 200 tentang Pinyaman 
Daerah t Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 205 
Nomor 136, lgnbahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 
No0or 4574 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia stun 
2005 Nomor 137 farbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575) 

20.Peratura Pemerintah Nomor 58 Tahu 2005 tentang Sister 
Informasi Keuangan Daerah { Lembaran Negara Republik 
Indonesia Thun 2005 Nmor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nom6r 4576) 

21Peraturan Pemenintah Norge 57 faun 2005 tentang Hibah 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2005 Normor 
138, Tamtahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4577 

22Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaa Keuangan Daerah {Lerbaran Negara Republi 
Indonesia Tatun 200O Nomor 140, Tanbahan Lembaran 
Negara Republie Indonesia Noror 4578 

23.Peraturan Pererintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
eryusunan dae Penerapan Standar Pelayanae Mien.al 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4585) 

24.Peraturan emerintah Norr 79 Tahun 200 tentang Pedoman 
Pembinaan tan Peng.awasan Penyelenggaraan Pemerintahen 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS 
Nomor 165, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593 

25.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporar 
Keuangan dan Kinerja instansi emerintah ( Lemberan Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nmor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norr 4614) 

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten0tang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

27Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan darn Bela0]a 
Daerah Tahun Anggaran 2007 

28.Peraturan Da6rah Kabupaten Jepare Nomor 10 Tahun 20OG 
tentang Polo-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepata No/nor 3 

29. Peraturan 

' 
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29.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tatun 2004 
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran 
Daerah Kabupaten JeparaTanun 2004 Nomor 25) 
sebagaimana telah beberapa kalt diubah terakhir dengan 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten J~para Nomor 13 Tahun 
2006 ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 
Norge 13, Tambahan Lerrbaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 6 ) 

Dengan Persetujuan Bergara 

DEWAN PERWAKIN_AN RAKYAT DAERRAH KABUPATEN JEPARA 

BUPATI JEPARA 

Menetapkan 

MEMU"TU SKAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2G07 

Pasal 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Da@rah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut 

1 pendapatan Daerah 
2. Belanja Daerah 

Defis.it 

RRp. 857 115.940.000, 
R. 679278.387.000. 

Rp. 22.162.447.000, 

3. Pembiayaan Daerah 
a. enerimaan 
b. Pengeluaran 

Rp. 29.103.432.000, 
R. 7690.985.000, 

Pembiayaan Netto 

SisaLebih Pembiayaan Anggaran Tatun Berkenaan 

R. 22.162.447.000, 

0, 
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Pasal 2 

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimnaksud dal.am Pasal 1 terditi darr 
a. Pendapatan As Daerah sejumntah Ro. 53.900.233.000, 
b. Dana Perimbangan sejlah Rp. $36.307 201.0CO. 
c Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejum/ah R9 66 908.506.00O 

(2Pendapatan Asli Daerah sebagaimane dimaksud pada ayat () hurufa, terdii dart 
a. Pajak Daerah Ro. 12.043.850.000, 
b. Retribusi daerah sejumlah FR. 31 495.576.000, 
¢. Has] Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahk.an sejumlah 

R. 1.029.857.000 
d. Lair-lain pendapatan al daerah yang sah sejumlah • 9 330.950.000 

(3Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pa(a ayat (1) hurt b, terdin dari jens 
pendapatan 
a. Dara bagi hasill sejum4ah Ro. 26.667.201.000, 
b Dana alokasi umum seymnlah R 461.230.000.000 
¢ Dana alokgsi khusus sejumla RR. 48, 410.000.00O 

(4Lain4ain pen&iapatan daerah yang sah sbagaimana dimaksud pada aygt (1)hurut ¢ 

terdiri dari jenis pendapatan 
a. Hibah sejuriah R G 
b Dana darurat sejurah Rp.9_. 
c Dana bagi hasil pajak sejumnlah Ro 26. 264.826.000, 
d Dana Penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah R. 25.0090.000.0DO, 
e. Bantuan keuangan dari Propirsi atau pemerintah daerah lainnya sejum/ah 

R. 15.643.680 000, 

Pasal 3 

(1Belanja Daerah sebagaimana dimaksud alam Paga! 1 terdiri dan 
a. Belanja Tidak langsung sejmlah R. 345.947.802.000, 
b. Belanija Langsung sejumlah RD 333.330,585.000 

2Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a, terdiri dari 
jeris belanj 
a. Belanja pegawai sejurah Rp. 265.216.755.000. 
b. Belanja bunga sejumMah R 300.000.000, 

Belanija subsidi sejumlah Rp. O, 
d. Belanja hibah sejumlah Rp. D, 
e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. $6.034.347 00O 
f. Belanja bagi hasit sejumlah Rp. D, 
g. Belanja bantuan keuangan sejumtah R. 22.351.700.000, 
h. Belanja tidak tercduga sejumlah Rp 2,000.000.000, 

(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud paa yat (1 terii dari jenis bela0ja 
a Belanja pegawai sejumlah R. 57.242.406.000, 
b. Belanija-belaja barang dan jaa sejumlah Rp. 95.815.051.000 
c. Belanja modal sejumlah R. 180 273.128.000, 
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Pasal 4 

(1Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dart 
a. Penerimaan sejumlah Rp. 29 103.432.000 
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 6.940.985.000 

[2)Penerimaan sebagaimana dumak sud pada ayat (1) huruf a terdii dari penis 
pernbrary.a.an 
a Sisa Lebih Peritungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiL_PA 

sejumlah Rp 29.103.432 000, 
b. Pencairan dana cadangan sejumah Ro., 
c iasil penijualan kekayaan daerah yang ipisah.an sejulah RD, 
d Penerimaan pinjamnan daerah sejuriah Rp.9, 
e Peneriroan kembali pemberian pinjaman sejumlah p. D, 
f Penerimaan pitang daerah sejumlah Rp. O 

(3)Pengeluaran ebagaimana dimnaksud pada ayat (1) huruf b terditi dati jenis 
pernbiayaa0 
a pernbentukan dana ca0da9an sejumlah Rp., 
b penyertaan modal (investasi) pererintah dgerah seiumlah Ro 6.940,985.000 

pembayaran pook utang sejumlah Ro Q 
d pember ian pinjaran aerah sejrnlah Rp., 

Pas 5 

raian lebi [anjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagairmana dimaksud 
larn Pagal 1 tercantumn dalam Larr1piran yang merupakan Dagian Aidak terpisahkan 
dani Peraturan Daerah ini , terditi dart 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanija Daer at 
menurut urusan Pererintahan Daerah dan Organisasi 
Rineian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
menurut urusan Pemerintahan Daerah, Oranisesi 
Pendapatan, Belanija dan Pembiayaan 
Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanija Dae0ah 
menurut Urusan Pemerintahan darerah, Organisasi 
Program dan Kegiatan 
Rekapitulasi Belanja Darah untuk Kesetarasan dan 
Keterpaduan Lrusan Pemerintahan Daerah an Fungsi 
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara 
Daftar Jurla pegswai per Golongan dan per Jabatan 
Daftar Piutang Daerah 
Dftar Penyertaan Modal ( lrwestasi} Daerah 
Daftar Perk&raan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Tetap Daerah 
daftar Perkiraan Perambahan dan Pengurangan Aset 
Lainnya 
Dattar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya 
yang belum diselesaikan dan dianggaran kembali dalam 
tahun anggaran ini 
Dattar Dana Cadangan 
Daftar pirijarnan daerah dan obligasi daerah 

' Lamp.iran 
2 Lampiran ll 

3 Lampiran [l 

4 Larnprran V 

5 Lampiran V 

6 Lampiran VI 
7 Larnpiran VIL 
8 Lampiran VI[L 
9 Larnpiran X 

10Lampi0ran X 

11Lampiran Xl 

12.Lampiran XII 
13.Lampiran XII 
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Pasal 

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Aggaran Penlaspat.an tan Belanja 
Daerah Bupati menetapkae Peraturan Bupali tentang Penjabaran Anggaran 
Pendspatan dan Belanija Daerat 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini molal ber\aku pada tanggal diundangkge 

Agar setihp orang mengetatuinya, memerintahkan pengundangen Peraturan Daer8h in 
dengan penerpatannrya dalam Lemberan Daer ah Kabbupaten Jepara 

Ditetapkn di Jepara 
pada tanggal 2 Rbruart A0 

PI. BUPATI JEPARA 
SEKRETARIS DAERAH 

l M EEEENDI, MS] 
Pembina ttama Muda 

NIP 10145748 

Pera ini dinyatakan sah 
pada tanggal 23 le2nee24p 

Diundangkan di Jepara 
ada tanggal 2s Rawi 200 

• 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

JEPARA 

• M EFFENDI 

LEMBARAN DAERAH KABUJPATEN JEPARA TAHUN 20OT NMOR T 


